
SALINAN

BUPATI MIMIRA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIRA

NOMOR    149    TAHUN  2025

TENTAVG

PEMBENTUKAN PANITIA IDENTIF`IKASI DAN SERTIF`IRASI TANAII
MILIK PEMERINTAII KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIRA,

Menimbang : a.  bahwa  untuk  pengamanan  aset/barang  milik  Pemerintah
Daerah     berupa     tanah     di     Lingkungan     Pemerintah
Kabupaten  Mimika Tahun Anggaran  2025,  perlu  dibentuk
Panitia   Identifikasi   dan   Sertifikasi   Tanah   yang   belum
bersertifikat untuk disertifikatkan;

b.  bahwa  untuk   maksud   tersebut   pertimbangan   huruf  a,
perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat   :  1.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan
Dasar   Pokok-pokok  Agraria   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

2.   Undang-Undang     Nomor     45     Tahun      1999      tentang
Pembentukan  Propinsi  Irian  Jaya  Tengah,  Fhopinsi  Irian
Jaya    Barat,    Kabupaten    Panial,    Kabupaten    Mimika,
Kabupaten   Puncak   Jaya   dan   Kota   Sorong   (I,embaran
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    1999    Nomor    173,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 3894);

3.   Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  135,  Tambahan  Lembaran
Negara  Nomor  4151),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kahi teralchir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang      Perubahan      Kedua      Atas      Undang-Undang
Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi   Khusus   Bagi
Provinsi   Papua   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2021   Nomor   155,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6697) ;
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4.   Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003  tentang Keuangan
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5.   Undang-Undang     Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan     Daerah      (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah   beberapa   kali   teralchir   dengan   Undang-Undang
Nomor    6    Tahun    2023    tentang   Penetapan   Peraturan
Pemerintah      Pengganti      Undang-Undang      Nomor      2
Tahun  2022  tentang  Cipta Keria menjadi  Undang-Undang
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6.   Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun     2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   Tahun   1997   tentang
Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1997 Nomor 59),  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2021  tentang Hak
Pengelolaan,  Hak Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan
Pendaftaran  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021 Nomor 28);

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   27   Tahun   2014   tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2014   Nomor   92,   Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5533),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020  tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan
Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2020  Nomor  142,  Tambahan  I+embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

9.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019   Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor   19  Tahun  2016
tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 547),  sebagaimana
telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri
Nomor  7  Tahun  2024  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016   tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  Daerah   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
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11.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita      Negara      Republik      Indonesia      Tahun      2020
Nomor  1781);

12.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

13.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Mimika   Nomor   10   Tahun
2023  tentang Pengelolaan  Barang Milik Daerah  (Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2023 Nomor 10);

14.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor  1 Tahun 2025
tentang Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Tahun
Anggaran   2025   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Mimika
Tahun 2025 Nomor 1);

15.   Peraturan  Bupati  Mimika  Nomor  2  Tahun  2025  tentang
Penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah
Tahun  Anggaran  2025  (Berita  Daerah  Kabupaten  Mimika
Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSEN :
Menetapkan   :

KESATU

KEDUA

KETIGA

Membentuk Panitia Identifikasi dan Sertifikasi Tanah  milik
Pemerintah    Kabupaten    Mimika   Tahun    2025,    dengan
susunan    keanggotaan    sebagaimana    tercantum    dalam
Lampiran Keputusan ini.

Panitia   sebagaimana   dimaksud   pada   Diktum   KESATU
bertugas:

1.  Melakukan  Inventarisasi,  Pengukuran  dan  sertifikasi
lokasi   tanah   milik   Pemerintah   Kabupaten   Mimika
untuk di sertifikatkan;

2.  Menyiapkan   kelen8kapan   Dokunen   sesuai   dengan
lokasi tanah yang di usulkan untuk disertfikatkan; dan

3.  Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas  kepada  Bupati
Mimika   melalui   Sekretaris   Daerah   selaku   Penjabat
Pengelola Barang Milik Daerah.

Biaya   yang    diperlukan    sebagai    akibat    ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
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REEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  di  Timika
pada tanggal,    28 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd

joHANNEs RETroB

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1.    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.    Gubemur provinsi papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.    Ketua DPRD Kabupaten Mimika  di Timika;
5.    Inspelctur Inspektorat Daerah Kal)upaten Mimika di Timika;
6.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika

di Timika;
7.   Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di

Tinrika;
8.   Yang bersanrfutan untuk diketahui dan dflaksanakan.

Fftye - I



SAEL!NAN
Lanpiran Keputusan  Bupati  Mimika

Nomor      149  Tahun  2025
Tanggal,    28      April   2025

SUSUNAN PANITIA IDENTIFIKASI DAN SERTIF`IKASI TAI\IAII
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MIMIRA TAHUN 2025

NO JABATAN DAIAM INSTANSI KEDUDUENDALAMPANITIA

1 BUPATI MIMIRA PENGARE

2 SEKRETARI S DAERAII PENANGGUNG JAWAB

3 REPALA BPFun KETUA

4 SEKRRTARIS BPKAD SEKERTARIS

5 KEPAIA KANTOR BPN KAB. MIMIKA ANGGOTA

6 TIM TEKNIS PENGUKURAN BPN ANGGOTA

7 TIM SERTIFIRASI BPN ANGGOTA

8 KEPALA BIDANG ASET DAERAII
ANGGOTABPFue

9 RASUBID PEMELI                   DAN
ANGGOTAPENGHAPUSAN ASET

10
RASUBID INVENTARISASI DAN ANGGOTAINFORMASI ASET

11
KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN DAN ANGGOTAPENGADEN

12 STAF BPKAD ANGGOTA

BUPATI MIMIRA,
ttd

joHANNEs RETroB


